BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR & 2¢/26( | 2022

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PENDAMPING PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI LINGKUNGAN

Menimbang

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian Bantuan

Operasional Sekolah Pendamping pada Sekolah Dasar i
Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten Kendal yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dapat berjalan
lancar, tertib administrasi dan tepat sasaran serta untuk
menjamin layanan pendidikan dalam kesetaraan tanpa
diskriminasi, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3}
Peraturan Bupati Kendal Nomor 18 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pendamping
pada Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal
Tahun Anggaran 2022, dan sesuai Nota Dinas Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal Nomor :
425/9430/Disdikbud tanggal 2 Juni 2022, perihal
Pengajuan Surat Keputusan Bupati Kendal tentang
Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah
Pendamping Jenjang Sekolah Dasar di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022,
maka perlu menetapkan Sekolah Penerima Bantuan
Operasional Sekolah Pendamping pada Jenjang Sekolah
Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun
Anggaran 2022 dengan Keputusan Bupati;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Operasional
Sekolah Pendamping pada Jenjang Sekolah Dasar di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun
Anggaran 2022;



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2737);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka
menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Guru dan Dosen

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta;

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3079);
r
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Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6793);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6058);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2197}

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57
Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6762);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10
Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 356);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15
Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala
Sekolah, dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 683,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daecrah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
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Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2012 Nomor 10 Seri E Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 102)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun
2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 177);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor
219);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2021 Nomor 14);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 34
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor
34);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 18 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pendamping
pada Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2022 Nomor 18);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
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MEMUTUSKAN :

Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Pendamping
Jenjang Sekolah Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Pelaksanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban Bantuan
Operasional Sekolah Pendamping Jenjang Sekolah Dasar di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran
2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan
Peraturan Bupati Kendal Nomor 18 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pendamping pada
Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran
2029,

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
padatanggal 22 {40} 1az?

BUPATI KENDAL,

~

; P
~DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

IE:

Ul bWk

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Kendal,
. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal,
. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal,
. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal;
. Kepala Sekolah Penerima,; dan

. Arsip.




